BAB IV

ANALISA TEORI KESENGAJAAN DALAM TINUDAK PIDANA MENURUT
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A, Analisa Dari Segi Pembuatnya

1. Menuryt Hukum Pidana Positif

Setelah memperhatikan teori kesengajaaniyang te -
lah penulis kemukakan dalam bab III (dilihat dari segi
pembuatnye), ternyasta baru dapat dikatakan pembuat itu
sengaja bila dapal diperbauggung- jawsbkan, baik yang ber

sifat tujuan, kepastian maupun sebugal kemungkinan.

Pertangsung~-jawabau pldans Jdalam bukum pidana po-
sitif diartilkcen sehapgai
8., Kemampuan untuk wmemelapkun kemaunannya pada
saat hendak berbuat;

b, Mengerti akan kenyataan ;elaksanaan dari per -
buatan tersebut;

c. Mengerti akan ketidak ta?a1?n (melawan hukum )

dari perbuatannga terschul,

Ketia hal tersebut adaluh yang menentukan ada
atau tidaknye pertangpung jgwﬁbun.pidnna.'Gleh karenanya
apablila gseacoreny yoang teluh melal:bkun sustu perbuatan
tidak memenuh syarat-syarat seperti yanpg telah disebut-
kan di atas, muka dapal ditentukan bLaliua orang tersebut
tidak dapat dipertanggung jawablkan utus perbuatannya,dan
ia tidak ds put dikedakan hukuman pidana,

‘ad.a., Seseorang dapat dipertanggung jawabkan terhadap
perbuatan yang dilakukannya, maka ia harus melaku-
kan perbuatan itu dengan kemausnnya sendiri, tanpa
adanya unsur psksaan dari orang lain. Hal yang de-
mikian ini berarti orung tessebut menghendeki per~
buatan itu dan mengerti bal:wa nerbuatannya itu

l‘R.H. Soewindo, 3iI,, Hukun Pidana I, tnp., ttp.,
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dilafang oleh undauu—nndqngnduh dianoémnya dengan
hukuman, Sebaliknya spabila orang itu melakukan
Ssuatu perbuatan pidans wbau Lindak pidana karena
terpaksa atuu dipakse oleh oraug lain, meaka orang
terscbut tidak  dapat diperlsuzpung jawabkan .atas
perbuatannye, o

ad.b, Seorang untuk dapat dipertanggung jawabkan - atas
perbuetannys yang dilalkukan, maka orang itu harus
berakel schat, mengertl akau perbuatar yang dila -
kukannya, dilarang atau tidak, serta mengerti akan
alkibat yang ditimbulkan dari pertiuatannya,

ad.c. Melawan hukum adalah salah satu ansur dari pada
- tindak pidana, Seseoranyg dapal dipertanggung jawab—n

kan atas perbuatannya, apabila ia mengetahui bahwa
.perbuatan yang dilukukan ity bertentangan dengan
undang-undang. Seballknya apLhila ia tidak menger-

tl bahwa perbuatan yang dilaliikumnya itu bertenta-

ngan dengan undang-undenyg, wmuka orang, tersebut ti-

dak dppat dipertanggung jawablcan atas perbuatannya.

Dari pengertian pertanggung jawubkan pidana di
atds, untuk tindak pidana kesengajaan, baik berupa kese-
ngajaan yang bersifat tujuen, kegengujaan yang bersifat
kepastian maupun kesengajaan yan;: Lersifat kemungkinan |,
apabila @insur-unsur pertansjung Jaweban tersebut di atas
telah terpenuhi, maka si pelaku bertanggung jawab atas
akibat-akibat atau keadaan-~keadaan yang menyertanya yang
ditimbulkan dari pertbuataanya itu. Tetapi sebaliknya -
apabila salah satu dari unsur-unsur itu tidak terpenuhi,
‘misalnya si pelaku dalam melakukan rerbuatan itu tidalt
dengan kemauannya sendiri (dipaksa alau terpaksa), belum
dewasa atau kurang senpurna akalnya, maka sl pelaku 1itu
tidek dopat dipertoincgung juueblan atas perbuatannya.

Selanjubnya dalem bubu pertens Litel ITI KULP, ju-



N 66
ga memperhatikun keadaanAsi pelaku, yaitu apabila si pe-
laku menderita penyakit jiwa (kurang Sempurna akalnya) ’
meka ia tidalt dapat diharapkan mengertl bahwe perbuatan
yang dilakukan itu adalah bertentangan dengan undang -
undang, begltu juga terhadap skibat-akibet dari perbuat-
annya., Oleh karena itu perbuatannya itu tidak dapat di -

pertanggung jawabkan kepadanya dan ia bebas dari hukuman
pidena, Hal ini sesuai dengan pasal 44 (1) KUHP

"Barang siapa mengerjakan sustu erbuatan, an

g p zerjakan P g

tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena
kurangb sempurna akalnye atau kurens sakit hevrybah

akal tidak boleh dihuicum?®, 2

Di samping hal tersebut di atas, ada keadamm lain
Jang menjadikan si pelaku tindak pidana tidak dapat di -
pertanggung Jjawabkan, yaltu di bawah umur. Seseorang yang
belum dewasa tidal dapat dipertanggung jawabkan atas per
buatan yang dikemkannya, karena ia dianggap tidak me -
ngerti akan nilai-nila i dari perbuatannya dan akibat =
akibat yang ditimbulkannye, dan ia bebas dari hulcum._.
an pidana. Nemun, apabila diadakan tuntiitan pidana ter -
hadap orang yang belum dewasa yang melaltuken perbuatan
pidana, maka hakim depat memutuskan agar supaja anak itu
dikembalikan kepada pemerintah untulk dididik, dengan
tenpa dikeﬁakan hukuman, l{al ini sesuai dengan pasal
45 KUHP yang berbunyi

nJika seseorang yang belum dewassa dituntut karena

perbuatan yang dikerjakarnya ketika umurnya belum  enem
belas tahun, hakim boleh: memerintehkan, supaya si ter -
salah itu dikembalikan kepada orany Ltuenya, walinya atau
poemeliharanya, ‘dengan L1dak dikenakan sualn hukuman ;
atau memerintahkan, supuyan s} Lersuluh diserahkan lcepada

pemerintah dengan tidak dlkenakan hukuman".3

2 R. Sce silo, Kitab Undang—undearn: Iukum Pidana ,
Pelita, Bogor, tt., halwm, 61

LI

Ibid., hLalm, 52
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""" Di'samping kedua hal tersebut di atds, yang mevus
pgkan keadaan diri si pelaku, juga ada pula yang disebab-
kan keadaan dari luar atau hal yeng mempengaruhi diri
pribadi si pelaku, yaitu :

a. Daya Paksa (Overmacht)

Di dalam pasal 48 KUIP dinyatakan,"bahwa barang -
slapa melalkukan suatau perbuatan karena terpaksa -

oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan ti -
-dak boleh dihulcum'. 4

Pasal tersehut memberikan dasar tentang tidak di-
pidananya sescorang yang melakukan suatu perbuatan pi -
dana karena didorong oleh keadaan yang memaksa.

Daya paksa &tau overmath"tni, Jonkeers membaginya
kepada tiga bagian, yaitu:

1., Overmacht yang absolut, yaitu orang yang mengalami
sesuatu yang tidak dapat dilawan karena pengaruh yang
dialaminya itu, baik yang bersifat kejasmanian maupun
ke jiwaan. "

Contoh: Seorang dipegang tangznnya oleh orang yang
lebih kuat, dan dipaksanya untuk membubuhkan
tanda tangan di atas surat keterangan palsu.

2, Overmacht yang relatif, yaitu orang yang mengalami pe'
. ngaruh yang tidak mutlak akan tetapl paksaannya = 1itu
i 'idak dapat dilawan,

i COntoh' ;Seorang kaslr yang dibawah ancaman piatol un-

p tuk menyerahkan sejumla h uang kepada peram -

Lgrv“ . pok, yang ia sendiri tidak mampu menolak atau
' ' melawannya. :

o -xﬁ"-:;:"f -

“'L;4'fﬁid;, halm. 54
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3. Keadaan darurat (llondtoestand), ynitu keadsan darurst
karena seseorang terpaksa melnlilrai: suatu  perbuatan
itu didorong oleh keadaan dari lusar untuk memilih dua
rerkara yang sama jeleknya.5 ’

Kalau melihat dua macam peksaan ( paksaah yang
absolot den palzsuan yang reléﬁiﬂ gf‘maka t§rdapat perbe-
' daan, dimana-perbedaan antora keduunya ialah bahwa pak -
saan absolot, vang memaksa adalah yaag berbuat, sedang -
kan pada paxsasan yang relatif, orang yaeng dipaksa itulah
‘yang melakukan perbuatan yang ada dibawah pengaruh/anca-
men orang lain ( yang meunaksa ),

L

b, Pembelaan Terpakaa,

Pembelean terpaksa ini dlcantumkon didalam pasal 49°

L. : KUHP . yang berbuny> :

( 1) Barang-siapa melakukan perbuatan, yang terpak-
sa dilakukamnya untuk mewpertahankan dirinya -
atau diri orang lain, mempertahankan kehormat-
an atau harta benda sendiri atau kepunyaan o -
rang lain, dari pada serangan yang melawan hak

an mengancam dengan segera pada saat itu juga
tidak boleh dihukum,

( 2 ) Melampaul batas pertahanan yang sangat perlu,
Jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong 4l
lakukan karena perasaan Lergoncang dengan se=

‘ gers pada saal Ltu juga, tidak boleh dihukum,
 Dari pasal 49 KUHP tersebut menunjukkan bahwa untuk da-
pat dikatakan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat -
sebagal berilkul : o _
1);Serangan / ancaman mendadak atau mengancam ketika itu
S jugae - ' '
‘2): Pembelaan itu hanya dapat ditujukan kepada kepenting-
an yang tercantum dalam undang-undang, yaltu kesela -
matan diri, lkehormatan atau harta-benda, baik - bagl

~_5¢ pambar S Asas-asas Hukum Pidana
Ghalia Igggnégﬁa?°ﬁﬁﬁg¥%b, §982Tiﬁgigﬁggrfﬁ;r———"‘——“
6.

R. Soesilo, op-cit,halm.: 55
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dirinya sendiri maupun bagi orang iain.

3) Perbuatan yang dilakukan itu adaleh merupakan perbu -
atan yang tidak dapat dielakkan lagi,

C. Karena Ketentuah Undang-undang

‘Seseorang yang diperintshkan stan diberi wawenang
-0leh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan, maka
orang tersebut tidak dapat dianggap telah melakukan per-
buatan pidana, asalkan perbuatan itu dilakukan dengan
i'tiked baik dan dalam batas-batas yang sesuai dengan
keperluan undang-undang yang bersangkutan, Hal ini se -
sual dengan pasal 50 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa melakuakan perbuatan untuk menja -

‘lankan peraturan undang-undang, tldak boleh dihu -
kum", 7

d. Karena Perintah Jabatan

Di delam KUHDP., melsaksanualia:s: perintah jabatan ter
cantum dalam pasgl 51 ecyol (1) da. (2) yaug berbunyi se-
bagai berikut:

(1). Barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk men:
Jelankan perintah jabatan yauz diberikan oleh
kuasa yang berhak akau itu, ltldak boleh dihukum,

(2). Perintah jabatan yong diberilun oleh kuasa yang

- tidak berhal tidalr wembebaslun duri’ hukuman ke -
cuali jika pegawai yang d¥ Lawshnya atas keper -
cayaannya memendeang bshwa perintah itu seakan -
akan diberikan kuasa yang Lerhsk dengan ssh dan
menjalankan perinteh itu menjadi kewajiaban pe -
gaval yang di bauash perintal. tadi.s

Dari bunyi pasal 51 KUHP tersocbut, maka melaksa -

nakan perintah jabaten. dapat dibedakan. dalam dua hal
yaitu :

»

1. Perintah jabatan yang berwenang,
2, Perintah jabatan tanpa wewenang.

7 Ibid., halaman 56
8 Ibid., halaman 57
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Kata-~kata "menjalenken perintal: jabatan" pada pa-

sal 51 ayat (1) , berarti bahwa sutara yang memerintah
dan yang diperintah harus uada hubungan yang bersifat ke-
pegawaian negeri, bukmn pegawai partikulir, atau antara

yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewali-
ban untuk mentaati perintah itu,

Sedang menurut ayat (2) passl 51, bahwa si pelaku
untuk daepat lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya
harus dipenuhl syarat-syarat :

1. Secra subyektif yang diperintah itu te goedertrouw ,
yaltu dalam batin yang diperintah sama dekali tidak
mengetahui bahwa perintah itu tidak sah, '

2, Secara ‘aByelltif adalah masuk akal karena perintah ja
batan yang tidak sah itu masih dalam lingkungan po-
kerjaannya.9

Jadi perintah jabatan dari orang yang berwenang ,
perbuatannya dibenarken, Artinya sifat melawan hukum
perbuatannya itu dihapuskan, sedangkan pada perintah
jaBatan yang wenang, perbusitennya itu tetap bersifat me-
lawen hukum, dan tidak menyebabkan hapusnya penuntutan,
kecualli yang diperingah dengan i'tikad baik mengira
perintah jabatan diberika n dengan wenang dan pelaksa =
naannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

2. Dalam Hulktum Pidana Islam .
N -

Muhammad Abu Zabrah dalam kitabayas "Al Jarimah -

.Wal 'Uqubah", memberikan rumusan kesengajaan dengap:
| .u,/sw;,,g,‘mu;,@ggybgwg,,g;i\’@ggs
e Bl g gl o)

Bamvung I'oernomo, Sl., Op.Cit., halm, 200

10 Muhammad Abu Zalhrsh, Al Jarimash Wal 'Ugubah Fi
Fighil Islamy, Darul Fikry, Beirut, tt., halm, 148
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Jarimah sengaja, lulal jaritmanh (perbustan) yang
dilaakukan seseoranp dengan sengaja dan menghenda-
kinyaserta ia mengeteshiiinya baliwa perbuatan (yang
dilakukannya) itu dilarang dan diancam dengan huku-
man pidana.

Darl rumusan di atas, dapatlah dimengerti bahwa

Seseorang dapat dikatakan sengaja apabila ia :

‘l. serigaja melakukan suatu perbuatan,
2. menghendaki akibat/ korban, dan .
3. mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya itu

dilarang dan diancam dengan hukuman pidana,

Jadl spabila salah satu derli ketiga unsur terse -
but tidak terpenuhi, maka lenyaplah siflat kesengajaan
dari suatu jarimah (tindak pidana).

Dengan demikian, apabila seseorang telah dituduh
seﬁgaja melakukan suatu perbuatan (jarimah), maka ia ha-
rus menghendaki dari perbuatsnnya,,dan mengerti bahwa
perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan
hukuman, Sehingga tidak Lermasuk perbuutan sengaja kare~
gerak refleks, wisalnya kurena terkcjut mendengar suatu
letusan, Begltu juga dengun tergelinclinya seseorang -
yang menimna oveng lain sebiungga orens: itu mati kerena -
nya, Ial ini karena tidak dikehendalii terjadinya skibat-
akibat tersebal.

D1 samping 1tu ai pelaulon Lindoek pldang dalam meilakukan
pidana tersebut menghendaki aliibal dun mengertl atau
membayangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu di -
larang oleh syaora' dan dapat menimbulken akibat yang me-~

rhgikén orang latin,

Di Semping ftu Inen Fh1tk'&alﬁm Menehtukan ap akah
orang itu senguju atuu tlidsk, dengun wesperhatikan niat-
nya untuk melawan hukum aleu tidak. Apabila orang terse-
but hendak melawan hukum, wake perbuuten dianggap senga-
ja (sengaja melulrei atsu membunuh), dan apabila tidak
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bermaksud hendak melawan hukum, meka perbuatannya diang-
gap tidak sengaja (karena lkeliru). ‘1

Hal ini sesuai dengan firwman Allah SWT. s

g_)b uw\ﬁugj ‘\.\a.,-\\.M (_\«.’-(C\I-L,..JJ

"Dan. tidak ada dosa ataému terhadap apa yeng kamu
khilaf pedanye, tetapi(yang sda dosanya) aspa yang
disengaja oleh hatimu" (¢G.3., Al Ahzab: 5).12

B. Analisa Dari Sepi Perbuatannya

Dari varaian dalam bab tiga (III) tentang teori
kesengajaan menurut hukum positif dan hukum Islam, baik
sengaja/kesenyajaan yang bersifat tujuan, kepastian ma -
upun kesengajan yang bersifat kemungkinan. Bahwa yang
dimaksud dengan perbuatan yeng disengaja adalah perbuat-

an yang timbul darl pelaicu tindak pidana yang melakukan-
yang p I &

nya déngan sader, menpgerti dan men_hendaki paling tidak
membayanglken benbang ik ibul Jeri porbos tannya, balk per-

buatannya i1btu langsung maupun tidak langsung, dan perbu-
z
atan itu adaluh perbuatan yang telarnggar bulcum, 12

Von Ilippel menyntalran, "labwa kesengajan ada apa-
bila perbustan dan aliibak svateu Hindul pidana  dikehen-

dalkkl oleh ol pr?uhuugu",]”
Dari rumusan di atas, jelaslal bsahwa dikatakan

tindak pidana sengaja bila dikehendaki oleh si  pelaku.

) 11 Abdul (adir Andah At Tasyri'ul Jingiy Al Is -
Xa Juz T, Darul Kitsab Alalg, "eiruat, tt., halm. 419

Departemen Agema LKI., Al Gur-an dan Terjemah -
nya, 19 79/]980 halm, CGT7 ,

R. Boewindo, SH., QP.Cil.halm.J7-- ~ -~

. AT AN I

14 Prof, Uirjouo Prazdjodikores, 3i7,, Asas-asas Hu-

kum Pidana Di_ Tudonesisn, iresco, Jukerta, 1981, halm,., 56




5

Hal ini di-dalam Al Gur-an jué&;dgﬁ;abakan dengan jelas
dalam Surat Al Zsgyr ayat : 5 , sepcrtl tersebut di ates,
juga Hadits Wabi iuhammad Saw.

';.Uu;’LOCﬁ;V°‘J‘_;)L—QPLSLDL___—f:nk JL_____éibl\_“;L
"Sesungpulinga ségala pekerjsua: itu deangan niat ,

dan bahwasanya bapi sebiap orang aoa vang diniat -
kannya',

Selanjutnye Frank menyatakan: "bahwa . perbuatan
dikatakan senpuju apabila ade persesuaian antara perbu -
-~
atan dengan alkibat 1ty 10

Dembkian juge pendapat An Hawadi yang dikutip oleh Mu -
hammad Serbini Khatib, yang merumuskan perbuatan dapat
dikatakan‘sengaja bila perhustan itu dengan menggunakan
alat yang leyalc untul digunaksan berbuut.l7

Ménubut Imam Malik, bahwa sesuatu perbuatann yeng dise -
ngaja hanya dititik-beratkan pada akibat suatu perbu -
~atan, '

Dari rumusan tersebut dapat diambil kesimpulan
sebagal berikut: perbuaten dikatialan séngaja bila perbu-
atan itu dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan sa -
dar, mengerti, menghendaki atau paling tidak membayang-
kan tentang alkibat dari perbuatannya, antara akibat dan
perbuatan terdapat persesualan dan dilalkukan dengan meng-
gunakan alat yang layak untuk dipakai berbuat pidana. |

15 A1 Bukhari, Matnul Dukhary Mesykul, tnp.,ttp.,
tt., halg. 6
LT 1

17 Hpulisanad Syerbini Whatlib, Mugihnil bMuntaj, Juz IV,
tnp., ttp., tt., halwm, 3 ’

Frof, Wirjono Prodjodikors, Sil., Loc.Cit.

ALd, Gadir Audah, AL Pasyritu] Jinaiy, II, Da-
rul Kitab Al Araby, beirul, ti., Lalm, oG
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C. Anelisa Dapi S} Alibal Hilomnys

Dglum huium poditif yang tLelsoh penulis bahas da -
lambab III tentang kesengajaan, bLail menurut teori penge
tahuan maupun teori kehendak, dan dapat dibuktikan, maka
akibatnya dihukum sesuail dengan ketentuan undang- undang
yang berlaku, Hal ini dapat dibulctikan dalam pésal 263
ayat (1), pasal 245 dan 204 avat (1) xunp,

Dalam hukum posgitif, antara kesengajaan yang ber-
Sifat tujuan, kepastian serta kealpaan mempunyai akibat
hukum yang berbeda, Untuk mesengajaﬂn Jang bersifat tu -
juan lebih berat ancamean hukumannya dari pada kesengaja
- an yang bersifat kepastian dan kemingkinan, Demikian pu= -
la kesengajaan yang bersifat kemungkinan dihukum lebih
berat dari pada kealpean yang disadari,19

Hal inl dapat dilihat dalem pasal 338 KUHP, dihukum se =
tinggi-tingginya 15 tahun yang dengan sengaja mengakk =
batkan matinya orang lain, Dan jika ada kealpaan, maka
berlaku pasal 359 KUHP., dengan hukuman selama=- lamanya
5 tahun penjara,

Selanjutnya dalam pgsal 44 ayat (L), pasal 45 dan
pasa1‘48 KUHB disebutkan, suatu perbuatan tidak dapat
dimintakan pertanggungan jawab kepada si pelaku atau si
pelaku tidak dapat dituntut di muka sidang pengadilan
- dan dlkenakan hukuman apabila si pelaku tidak  memenuhi
unsur-unsur pertanggungan juwab, Misalnyas sl pelaku da -~
lam melakukan perbuatan itu tldale dengan kemauannya sen-
diri (dipakse), belum dewssa atau karena kurang sempurna
akalnya, Famun spablla vasar-unsar pertangpzungan  jawab
(Bab IIT) dipenabi slua ode pals Jiri si pelaka tindak
pldana, moko alibhol Ml jorieoto: [ ang dilakukan  dapat
dimintakan pertenggungsn juwsi,

19 Bambung Poernomo, 3ii,, Cn.Cit.,, halm, 160

REE N



Di dalocm buakum pidana Islum jusa terdapat bebera-
ra ketentuan lentang svibat haliun duri tindak pidana.,

Dugl tindak piduna yun; Alluliulian Jengan sengaja dari -
tindak pldana puuhunuﬁﬁn misalnys, melie hukaman yang
paling tinggl (hukuman maksimum) adalah gishash, Ial ini
dapat dilibal d-Tam ayal 178 dari 3.3, Al Baqarali. Dan
dalam ayal yoiuy Tain Allazh mnengencam denzan hukuman yang
abadl 4di akhiratl, acnerl! jargo Lerlcanidong dalsm ayat 93

Surat An liigs! upre Hadils Dabd Sow. sebuasrzal berilkut s
b ] ¥ o

B peor pMolon oo d ol o8 Gualin 9,6 Glce
Ols doall sL_ds8 N s mie J 25 w

"Dari Amr bin Syusib dari bepaknya dari kakeknya
darli Nabi Saw. berkstu: Baran;siapa membunuh dengan
sengaja, maka diserahlan pada keluarganya (sl ter -
bunuhg, apabila mereka menghendaki bunuhlah dia ,
dan jika menghendaki , naka ambillah diyat dari pa-
danya', )

|
1

Kemudian dalam ayat lain membedaskan hukuman se -
ngaja dengan hukuman kekeliruan, Unbuk tindek pidaha ke-
keliruan, maka dihukum dengan hukuman diyat. Firman -
Allah SVT, :

= al:, § - - L | ' LI me
‘0.4b\tgl;_}~mﬁ Y AAAH}A Jghg)ugvﬁr’ \L;wiﬁa\}ﬂdyﬁbLy{;
(ay:s\LAh) -L}}.X~a£-\\;_‘)\\ﬂ\
Dan barahgsiapa mcmbunuh secrang mukmin dengan
karena Lersalah (hendaklal) 1a memerdekakan seorang
hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang

diserahkan pads ahlinya, kecuali §ika mereka berse-
dekah, 21 v

20 At Turmudzi, Sunso At Tnrandzi, Darul Fikry
Belrut, 1878, Lalw, 423
21

»

Lepartceumen Agsma l., Co.Cil,, halm, 135
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Hanafi, MA. juga wembedakan utou menjelaslan an -

tare jarimal sengaja, aeui sengaja duan jarimah tidak
sengaja. Unbule jarimal Fengaja dikenakan hakuman qishash,
Bedany joviwsh seni senguju dan jarimah tidak sengaja

Aikenaliun hubuman diyat. Namun untal besar macamnya di -
yat tidak sawa, untul: Jarimal seuwi sengaja dikenakan di-
yat berat, sedangkan untok Jarivwan tiian senraia dilteng-
kan diyat ringan, ©-

o .

Jelas, buhwa akibat hukum da-

Dari uraien di atas
ri tindaek pidana- kesengajaan adalal: tidak sama, baik me-
nurut hukum pidana positif maupun hulkum pldana Islam

Masbng-masing untul binlan pidana Kesenga jean yang ber -

. .y . . 5 R ™ oy s .
sifat (sebapgni) tujuan dan kepastisn adalah lebih berg
hukumannye dari pada kesenga j Juiy bersifat semi se -

ngueja atau levungliinan,

.22 A. Hanafi, MA,, Asas-acgas ilukum Pidana Islam ,
' 67, halm., 287

Bulan Bintang, Jakarta, 1967, halm. 7



